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P U T U S A N

Nomor .674/PID/2020/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

           Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana pada  tingkat

banding,  menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa  :

Nama lengkap :  RADEN ENI YULIANTI H, S.IP;

Tempat lahir : Kendari;

Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 18 Juli 1980;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Todopuli X Perum Griya Tirta Garden Blok B 1

No.3 RT/RW 011/01 Kel.Borong Kec. Manggala Kota

Makassar;

Agama : Islam

Pekerjaan : PNS

Pendidikan : S1

Terdakwa tidak dilakukan penahanan             

Pengadilan Tinggi  tersebut;

Telah membaca :

 1. Penetapan Wakil   Ketua  Pengadilan  Tinggi  Makassar  tanggal  03

Desember 2020 Nomor. 674/PID/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim

Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Penunjukan  Plh.Panitera  Pengadilan  Tinggi  Makassar  tanggal  04

Desember   2020 Nomor. 674/PID/2020/PT MKS  tentang  penunjukan

Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang  bahwa  Terdakwa   dihadapkan  ke  depan  persidangan

dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RADEN ENI YULIANTI H., S.IP. pada hari Kamis

tanggal 25 Oktober 2018  sekira pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada

waktu lain dalam Bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jl. Toddopuli X Kel.

Borong Kec.  Manggala  kota  Makassar  tepatnya disalah  satu  Warung Bakso

bernama Cinta Damai kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain

yang  masih  termasuk  dalam  daerah  Hukum  Pengadilan  Negeri  Makassar,

dengan  sengaja  menyerang  kehormatan  atau  nama baik  seseorang  dengan

                                                           Halaman. 1 dari 5  Halaman. Putusan No 674/ PID./ 
2020/ PT MKS

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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menuduhkan  sesuatu  hal,  yang  maksudnya  terang  supaya  hal  itu  diketahui

umum terhadap saksi korban NURHAMIM PARSIDI. 

Perbuatan  tersebut  dilakukan  terdakwa  dengan  rangkaian  perbuatan

sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika

pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat

di Jl. Toddopuli X Kel. Borong Kec. Manggala kota Makassar tepatnya disalah

satu Warung Bakso bernama Cinta Damai Terdakwa bertemu dengan korban

yang  sedang  makan  bakso  bersama  saksi  HISWANDI.  Melihat  korban,

Terdakwa langsung berteriak  dan mengatakan,  “Kalau saya lihat  mukamu

saya emosi sundala. Dasar kau penipu sundala”, secara berulang-ulang kali

dan korban langsung menjawab, “Apa maksudnya?” Lalu Terdakwa berkata,

“Jangan  pura-pura  tidak  tahu.  Dasar  Penipu  Sundala”.  Korban  lalu

menjawab, “Apa saya tipu?” Terdakwa kembali berkata, “Itu rumah saya tidak

ada sertifikatnya saya beli”. Korban lalu menjawab, “Mana tidak ada, sudah

kita  ambil  sertifikatnya”.  Terdakwa  kembali  menjawab,  “Yang  17  meter

mana?”  korban  lalu  berkata,  “Itukan  kau  sudah  laporkan  bahwa  itu  tidak

terbukti  penipuannya”. Terdakwa pun kembali  berteriak-teriak dengan nada

tinggi  sambil  mengatakan,  “Kalau saya  liat  mukamu saya emosi  sundala.

Dasar kau Penipu sundala”. Lalu korban dan temannya pergi meninggalkan

Terdakwa, namun ketika korban berjalan meninggalkan terdakwa tetap saja

berteriak  dan  memaki-maki  korban  dengan  mengatakan,  “Kalau  saya  liat

mukamu saya emosi sundala. Dasar kau Penipu sundala”  secara berulang-

ulang namun saat itu korban tidak merespon dan tetap berjalan kaki menuju

kantor tempat korban bekerja ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memaki korban dengan kata-kata 

kasar dan tidak  demikian keadaannya mengakibatkan korban merasa malu dan

perasaan tidak nyaman.    

Perbuatan  Terdakwa  RADEN  ENI  YULIANTI  H.,  Sip.  tersebut

sebagaimana diatur dan diancam Pidana menurut Pasal 310 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan  Penuntut Umum No.

Reg.Pekara : PDM-  /Mks/Eku.2/08/2020, tanggal 11 Agustus  2020  Terdakwa

telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RADEN ENI YULIANTI H., S.lp. terbukti secara sah

dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencemaran nama balk,

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP,

dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
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2. Menjatuhkan  pidana  terhadap  Terdakwa  RADEN  ENI  YULIANTI  H.,  SIp.

dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dengan perintah ditahan;

3. Menetapkan  agar  Terdakwa  dibebani  membayar  biaya  perkara  sebesar

Rp.5.000,- (Lima ribu Rupiah) apabila dipersalahkan dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penunut Umum tersebut, Pengadilan

Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan pada tanggal 02 November 2020

Nomor 1321/Pid.B/2020/PN Mks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D L I :

1. Menyatakan Terdakwa Raden Eni Yulianti H, S.Ip terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran nama baik”;

2. Menjatuhkan  pidana  kepada  Terdakwa  tersebut  diatas  oleh  karena  itu

dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Membebankan  kepada  Terdakwa  membayar  biaya  perkara  sebesar

Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang,  bahwa  terhadap  putusan  Pengadilan  Negeri  Makassar

tersebut,  Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera

Pengadilan Neger Makassar  pada tanggal  06 November   2020 sesuai  Akta

Permintaan Banding Nomor: 1321/Pid.B/2020/PN Mks dan permintaan banding

tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penuntut Umum  pada tanggal

09  November  2020 sesuai  Relas  pemberitahuan  pernyataan  banding

Nomor:1321/Pid.B/2020/PN Mks ;   

   Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri  Makassar  

tersebut,  Penuntut  Umum  telah  pula  k  mengajukan  permintaan  banding

dihadapan Panitera Pengadilan Neger Makassar  pada tanggal 09 November

2020 sesuai  Akta Permintaan Banding Nomor:  1321/Pid.B/2020/PN Mks dan

permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa

pada  tanggal  24  November  2020  sesuai  Relas  pemberitahuan  pernyataan

banding  Nomor:1321/Pid.B/2020/PN Mks ; 

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang di mintakan banding

tersebut   dikirim ke  Pengadilan  Tinggi  Makassar,   Penuntut  Umum telah  di

beritahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage)

dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari berikutnya dari

pemberitahuan ini,  sesuai  surat   pemberitahuan mempelajari  berkas perkara

pada  tanggal  19   November  2020  kepada  Terdakwa  dan  kepada  Penuntut

Umum masing-masing Nomor : W22.U26/888b/HK.01/11/2020/ ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding

oleh   Terdakwa   telah  diajukan  dalam tenggang  waktu  dan  tata  cara  serta
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syarat-syarat  yang  ditentukan  dalam  Undang-undang,  maka  permintaan

banding tersebut secara formal dapat di terima;

Menimbang,  atas permohonan Banding Terdakwa  tersebut,  Terdakwa

dan Penuntut   tidak mengajukan memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi

tidak mengetahui alasan  Terdakwa dan Penuntut   untuk mengajukan banding

terhadap  putusan  a  quo,  namum  demikian,  Pengadilan  Tinggi  akan  tetap

mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Negeri  Makassar tanggal   9

November   2020  Nomor.  1321/Pid.B/2020/PN  Mks,  sudah  tepat  dan  benar

sesuai ketentuan yang berlaku, karena memori banding bukanlah sesuatu yang

wajib harus ada dalam permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca

dan mempelajari secara cermat berkas perkara, beserta turunan resmi putusan

Pengadilan  Negeri  Makassar  tanggal  02  November  2020

Nomor.1321/Pid.B/2020/PN  Mks,   Majelis  Hakim  Pengadilan  Tinggi

mempertimbangkan sebagai berikut : 

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama

sebagaimana terurai dalam putusannya adalah sudah benar dan teapt ,  oleh

karena   pertimbangan  hukum  tersebut  diambila  alih  dan  dijadikan  sebagai

pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ; 

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut,  putusan

Pengadilan  Negeri  Makassar  tanggal  02  November  2020,

Nomor.1321/Pid.B/2020/PN  Mks  yang  dimintakan  banding  beralasan  hukum

untuk dikuatkan ;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Terdakwa  telah  dinyatakan  terbukti

bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula  membayar

biaya perkara   dalam dua tingkat  pengadilan,  yang jumlahnya sebagaimana

disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal  310 Kitab Undangundang Hukum Pidana,  Undang-

Undang Republik  Indonesia  Nomor  8  tahun 1981,  Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 48 tahun 2009, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49

tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor  2  Tahun  1986  serta  peraturan  perundang-undangan  lain  yang

bersangkutan :

                                                  MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum  tersebut; 

2. Menguatkan   Putusan  Pengadilan  Negeri  Makassar Nomor  :  1321/Pid.B/

2020/PN. Mks, tanggal 02 November 2020, 
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3 Membebankan  biaya  perkara  kepada  Terdakwa  dalam  kedua  tingkat

peradilan,  yang  dalam  tingkat  banding  sejumlah  Rp  5.000,00  (lima  ribu

rupiah);

Demikianlah  diputuskan  dalam rapat permusyawaratan Majelis pada

hari  Selasa,  tanggal  09 Februari  2021 oleh kami Nasaruddin Tappo,SH.MH.,

sebagai Ketua Majelis dengan Makkasau,SH.,MH., dan H.Mustari,SH., sebagai

Hakim  Anggota  berdasarkan  Penetapan  Wakil  Ketua  Pengadilan  Tinggi

Makassar   tanggal  03 Desember  2020,  Nomor.674/PID/2020/PT MKS untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut

pada  hari  Rabu,  tanggal  10  F  ebruari  2021  diucapkan  dalam  sidang  yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri  oleh

Hakim-hakim  Anggota  tersebut,  serta  dibantu  oleh  Baso  Rasyid,SH.,MH.

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar, akan tetapi tanpa dihadiri

oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

      

 Hakim-Hakim Anggota,                              Ketua Majelis tersebut,

            ttd                                                                     ttd
                   
MAKKASAU, S.H.,MH,.                            NASARUDDIIN TAPPO,SH.,MH.  

            ttd

H. M U S T A R I,SH,.                           

                                                                           PaniteraPengganti,

                                                                         ttd

                                                           BASO RASYID,SH.,MH

            

                    

                   Salinan putusan sesuai aslinya

    PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

                     

          

            Drs. DJAMALUDDIN D.N, SH. M.Hum

                    NIP.19630222 198303 1 003
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